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1  Pendahuluan

1.1  Pentingnya Kawasan Konservasi Laut untuk Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dari pada tuas daratan,
dengan total panjang paris pantainya terpanjang kedua di dunia. Hal ini terlihat dart jumlah pulau yang ada
di wilayah Indonesia sebanyak + 17.508 pulav dengan garis pesisir + 81.290 km atau + 18,4 % dari
440.000 km garis pesisir dunia. Wilayah lautan Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa terkenal
memiliki kekayasn dan keanckaragaman sumberdaya alamnya, bajk sumberdaya alam yang dapat pulih
{seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang) dan yang tidak dapat pulih seperti (bahan tambang).
Wilayah pesisir juga memitiki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan {interface) antara
ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumnberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya.
Kckayaan sumberdaya tersebut menimbutkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan.

Sumberdaya keluutan dan perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi sampai dengan saat ini, pemanfastan sumberdaya alam
tersebut kurang memperhatikan kelestariannya sehingga berakibat pada menurunnya kualitas serta
keanekaragaman hayati yang ada. Degradasi ekosistem terumbu karang telah teridentifikasi sejak tahun
1990-an, sampal saat ini kerusakan ekosistem pesisir dan penurunan kualitas lingkungan laut sudah
memprihatinkan. Dari hasil penelitian PO-LIPI (1998), kondisi terumbu karang di Indonesia hanya 6 41 %
dalam kondisi sangat baik ; 24,3 % dalam kondisi baik; 29,22 % dalam kondisi sedang, dan 40,14 % dalam
kondisi rsak. Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan destruktif, yaitu
penggunaan bahan peledak, racun cyanida dan juga penambangan karang, pembuangan jangkar perahu dan
sedimentasi. Pelaku kerusakun tersebut tidak hanva dilakukan oleh masyarakat pesisir tetapi juga oleh
nelayan-nelayan modermn dan nelayan asing.

Kencenderungan diatas dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan kawasan konservasi luut yang
berbentuk Taman Nasional atau yang lainnya, disebabkan oleh ; (1) Orientasi pengelolaan kawasan
konservasi laut lebih fokus pada manajemen teresterial, (2) Pengelolaan bersifat sentralistik dan belum
melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat,(3)Tumpang tindih pemanfaatan ruang dan
benturan kepentingan para pihak, (4) Banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi laut.

Salah satu bentuk pengelelaan dan perlindungan sumberdaya laut adalah menyisthkan Iokasi-lokasi yang
memiliki potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya
menjadi kawasan konservasi laut. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan terhadap sistem
penyangga kehidupan, pengawetan sumber plusma nutfah dan ckosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya
alam secara lestari dapat terwujud.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam laut yang lestari, maka desain terpadu pengelolaan
sumberdaya kelautan sangat diperlukan. Desuin secara komparatif pemanfaatan laut diharapkan dapat
menyatukan beberapa kebijakan yang ada schingga dapat mengakomeodir Kebutuhan masyarakat seperti :
Tarman Nasional Laut, Taman Wisata Laut, Suaka Alam Laut dan Cagar Alam Laut, Taman Wisata Laut,
Zona Konservasi Laut/Daerah Perlindungan Laut, sesuai dengan nomenklatur yang terdapat pada UU
No.31/2004 teantang Perikanan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumberdaya
Ikan.

Kawasan Konservasi Laut merupakan paradigma baru, disamping kawusan konservasi nasional lainnys
sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservast Sumberdaya Alam Havati dan
Fkosistemnya. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Neo. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Dacrah, vaitu pada pasal 18 dijelaskan buhwa salah satu kewenangan daerah di wilayuh laut adalah
eksploitasi dan Konservasi sumberdaya alam di wilayahtiya.
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Kegiatan penyusunan desatn KKL ini dimaksudkan untuk mendesain pokok-pokok pengelolaan konserva
laut yang berskala daerah dan atau regional bahkan nasional karena lintas wilayah administrasi ctonomi
Menghindari berbagai permasalahan yang berkembang dalam pengelolaan kawasan konservasi vang dapal
berdampak pada konflik vertikal (tumpang-tindih perundangundangan) serta konflik horizontal (masalabg
pemanfaatan dan pengelolaan SDI) maka dibutuhkan suatu Kajian yang mendalam terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan yang telah berjalan dan pada akhirnya melahirkan suatu produk perundang-@
undangan vang tidak merugikan berbagai pthak, tetapr justru menguntungkan berbagai pihak.

Dalam pandangan pemerintah, sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya sangatiah penting untuk ~$
dikelcla, karena sebagai surnber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia menurut
Pasal 33 ayat (3) UUD dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besamnya kemakmuran
rakyat. Arti dikuasai dalam kaitan ini bukan dimiliki, melainkan negura memperoleh mandat dan rakvat
sebagai pemilik sumber daya alam hayati Jaut dan ekosistemnya untuk melakukan pengelolaan dan upava-
upaya lainnya yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Dengan demikian, penggunaan sumber daya alum
hayati Jaut dan ekosistemnya melalui kegiatan konservasi laut akan bermanfaat bagi rakyat banyak hila
secara ekonomis, politis, sosiologis dan kultural menguntungkan.

Untuk melindungt sumberdaya alam ini, pemerintah melakukan berbagai upaya perlindungan diantaranya
dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi laut yang terdupat di beberapa daerah &y Indonesia.
Pemerintah telah merancang suatu model pengelolaan kawasan di wilayah laut yang diberi nama Kawasan
Konservasi Laut Daerah (KKLD).

1.2 Status sumberdaya ikan dan produksi perikanan

Pemerintzh [ndonesia bertanggung jawab dalam pengelolasn dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
secara berkelanjutan, sepertt ikan pelagis dan demersal, udung, kerang, teripang dan kerang mutiara, untuk
kepentingan seluruh rakyat.

Walaupun sumberdaya perikanun termasuk dalam kategori sumberdays yang dapat diperbaharui
{renewable resources), namun kemampuan alam untuk memperbaharui sangatiah terbatas. Eksplotasi
terhadap sumberdaya perikanan ¢cenderung melampaui sumberdaya yang tersedia dan dapat dimanfaatakan
secara lestari. Indikasi pemanfaatan vang melampaui sumberdaya perikanan dunia telah digambarkann olch
FAO (Orgamsasi Pangan Dunia, PBB} yang memperkirakan bahwa 75 % dari perikanan laut dunia ielah
tereksploitasi secara penuh. Berarti saat ini hanya tersisa 25 % dan sumberdaya perikanan dunia yang
masth dapat diupavakan stau dicksploitasi (FAO 2002).

Total produksi perikanan tangkap dunta pada tahun 2000 ternyata 5% lebih rendah dibanding puncak
produksi pada tabun 1995 (idak termasuk Cina, karena unsur ketidak pastiant dalam statistik penikanan
mercka). Gambaran secara umum adalah bahwa total produksi hasil tangkap dunia sudah menunm dan
nelayan seluroh dunia harus berlayar lebih jauh dan menangkap ikan pada lokasi yang lebib dulam karena
stock ikan vang dulunya mampu menyediukan protein dan vang bagi bangsa-bangsa di dunia, sudah
menumn sampal hatpir mengalami kepunahan. Masalah ini bahkan sudah menjadi pesan SEKJEN - PBB
pada Hari Lingkungan Hidup sedunia tanggal 5 Juni 2004.

Duri hasil survey stok ikan di peraran laut Indonesia, Departemen Kelautun dan Perkanan sangat
memahami permasalahan penangkapan berlebih di perairan laut Indonesia Bagian Barat, khususnyu
perairan sekitar Jawa, Didorong oleh harapan publik dimana sektor perikanan harus memberikan kontribusi
terhadap peningkatan GNP Indonesia melalui peningkatan produkst hasil tangkap. Departemen Kelautan
dan Perikanan sekarang sedang mencari ‘sumberdaya yang tidak permah habis® tersebut di Indonesia
Bagian Timur (Widodo 2003). Numun demikian, sampal sejavh mana perairan lant Indonesia Bagian
Timnur bisa dikembangkan untuk perikunan tangkap dengan memperhatikan aspek keberlanjutan
sumberdaya. Karena sarnpai saat i belum diketahut, apakah perairan Indonesiz Bagian Timur termasuk
bagian dari 25% perikanan tangkap dunia, yang menurut FAO bisa dikembangkan lebih lanjut? Jika
memanyg intormasi tentang sumberdaya ikan di daetah penangkapan ikan Indonesia Bagian Timur belum
diketahm dengan pasti dan belum ada panduan kebijakun pengembangan perikanan tangkap di Indonesta,
maka sudah seyogyanya pemerintah berhati-hati untuk membuka peluang investasi di kawasan ini.
Diharapkan pengembangan perikanan tangkap di Indonesia mengacu pemanfaatan sumberdaya perikanan
sccara berkelanjutan, dengan mengembangkan Kawasan Perlindungan Laut sebagai alat pengelelaan
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perikanan tangkup di Indonesia, yang secara tradisional dipikirkan sebagai instrumen untuk konservusi
keanekaragaman sumberdaya hayati.

1.3  Permasalahan data perikanan Indonesia

Sampai saat ini Indonesia dan beberapa negara di dunia masih menggunakan hasil tangkapan maksimum
lestari (smaximum sustainable yield/MSY) untuk menduga potensi perikanan tangkap. Dengan metode
pendugaan stok tersebut, kita mengolah data jumlah armada perikanan (upaya) dan jumlah total hasil
tangkapan ikan (hasil).

Terkait dengan kebijakan perikanan tangkap di Indonesia, sasaran pengelolaan ditentukan dari nilai MSY.
Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sasaran pengelelaan perikanan tangkap Indonesia akhir-akhr
i telah ditetapkan pada 80% dari nilay MSY (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DKP, komunikasi
pribadi). Karena keuntungan ekonomi maksimuty berada di bawah nilai MSY (Gulland 1983), prinsip
kehati-hatian pada kasus ini cukup beralusan, baik secara logika maupun dalam perhitungan ekonomi.

Dari penelusuran publikasi terakhir yang bisa kami dapatkan, Departemnen Kelautan dan Perikanan
mendapat dugaan bahwa hasil tangkapan yang maksimum berimbang lestari dari perikanan tangkap
Indonesia adalah 5,0 juta ton (DKP 2003). Sebelumnya ada 4 (empat) studi yang sudah dilakukan terkart
dengan hasi! tangkapan maksimum berimbang lestari (MSY), vaitu: (a) Martosubroto, melalui tinjauan data
akhir tahun 1980an yang didapatkan dari Dirjen Perikanan Tangkap bersama Balai Penelitian Perikanan
Laut, (b} Dirjen Perikanan Tangkap 1995 melalui tinjauan data sejak awal tahun 1980an, ()
Indonesia/FAG/DANIDA 1995 melalui pengkajian semua duta yang tersedia (Venema, 1996) dan (d)
timauan ulang oleh Pacific Consultants International (PCI 2001). Pacific Consultants International
menyajikan 6 (enam) penduga terhadap nilai MSY vang satu sama lain berbeda, bervaniasi antara 3,67
sampai 7,7 juta ton, hasil pendugaan terakhir pada tahun 1997 mendapatkan nilaj 6,26 juta ton. Pada
tanggul 25 Murct 2003, Komisi Pengkajian Stok Nasional memutuskan untuk melakukan pengkajian ulang
terhadap hasil estimasi tangkapan maksimum vang lestari tersebut (DKP 2003),

Kesimpulannya adalah bahwa penduga terhadap hasil tangkapan maksimum berimbang lestari (MSY)
bervariasi dua kali lipat, sementara penduga duri hasil terakhir mendapatkan nilai tengah diantara yang
terendah dan tertinggi, yaitu 3,0 juta ton per tahun. Menurut statistic terakhir, produksi perikanan tangkap
Indonesia adalah 4.4 juta ton pada tahun 2002 (DKP 2003). Al hasil, perbedaan antara potensi hasil
tangkapan maksimum berimbang lestan dengan produksi riil tidak bisa digunakan untuk memperluas ruang
usaha armada penangkapan 1Kan.

Ada tiga hal penling yang harus diperhatikan, terkait dengan perhitungan hasil tangkap maksinmum
berimbang lestari. Pertama, adalah bahwa hasil perhitungan sangat tergantung duri Kualitas stalistik
perikanan vang digunakan sebagai input. Kedua, metode perhitungan selalu berdasurkan atas scjumlah
asumsi yang sangat jarang sekali terpenuhi, dua asumsi yung paling penting diantaranva adalah stok ikan
berada dalam kondisi kescimbangan scrta hasil tangkap-per-unit-usaha alat tangkap (hasil tangkap pet
armada per hart) merupakan petunjuk yanp baik bagi ukuran besarnya populasi. Yang terakhir, dan sering
kali teradi puda kasus perikanan tangkap Indonesia, adalah hasil dari perhitungan sering kali
diterjermnahkan berbeda dari kondisi seharusnya (Mous ef al. 2004)

Pencatatan data statistic perikanan di Indonesia dilakukan dengan mencatat hasil tangkapan harian dari
beberapa alat tangkap pada tingkat desa, hasil tangkapan harian selanjutnya dihitung dengan mengalikan
hasil tangkap beberapa hari sampling dengan jumnlah urmada perikanan di desa, dikalikan jumlah hari
melaut dari masing-masing wlat tangkap. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menduga total hasil
tungkap dalam sctahun (Yamamoto 1980 dalam Fet Soede et al. 1999).

Berbagat studi menunjukkan kelemahan system statistik perikanan ini yang dibubungkan dengan
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Kementrian Perikanan untuk menerapkan systemn terscbut
dengan benar dan konsisten {Dudley & Harris 1987, Venema 1996).

Permasalahan lainnya adalah Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dinas-dinas Pertkanan dan Kelautan
di daerah, belum bisa mengatasi masalah d: lapangan sehubungan dengan banyaknya alat tangkap atau
Kegiatan penangkapan illegal, tidak diatur, dan alat yang tidak dilaporkan kepads pemerintah. Dengan
demtkian, sungat jelas bahwa hasil tangkap yang didapat dari penangkapan illegal, tidak diatur, dan tidak
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dilupurksn tidak akan ikut dihitong dalam statistik perikanan, Studi FAQO yang dilaporkan oleh Venema
{1996} secara khusus menyebutkan kurangnya data untuk Indonesia Bagian Timur,

Sebuah studi yang dilakukan akhir-akhir ini yang dengan melibatkan Departemen Kelautan dan Perikanan
memberikan rekomendasi sebagai benkut' *sehubungan dengan kualitas data dan statistik perikanan yang
ada saat i yang masih menjadi pertanyaan. dimana data yang didapat tergantung sekali dari sistem koleksi
data yang sudah usang berdusarkan kerangka sampling dan metodologi yang dikembangkan 30 tahun vang
lalu, sehingga pemerintah sebaiknya membuat pusat data dan informasi yang independen yang sepenuhnya
bertanggung jawab dalam hai koleksi, kompilasi, analisis, interpretasi, pelaporan dan penyebaran statistik
perikanan’ (PCI 2001). Kesimpulannya adalah bahwa nilai penduga bagi Tangkapan Maksimum
Berimbang I.estari (MSY) yang didapat dari data yang sudah cacat ini harus mendapat perlakuan yang
sangat ekstra hati-hati

2,  Pengembangan kawasan konservasi untuk pengelolaan perikanan tangkap

2.1 Apa itn kawasan keonservasi laut (KKL)?

Batk Kawasan Konservast Laut secara individual maupun Juringan Kawasan Keonservasi Laut dapat
merupakan alat yang utamna untuk kenservas: keanekaragaman hayati laut. Walaupun terdapat pemingkatan
pengetahuan tentang KKL, tefapi hampir belum ada aplikasi praktis dari teori-teori KK untuk kawasun
yang besar {ratusan sampai ribuan km). Beberapa teor! merekomendasikan bahwa zona inti dalam KKL
scharusnya melindung) lebih dan 20 % dari habitat untuk mendulumng perikanan (Sala et al, 2002), letapi
belum ada persetujuan seberapa besar habitat harus dilindungi untuk menjaga keanekaragaman bavati laut
atan untuk menjumin koneksitas ekologi antara KKI. Suatu contoh untuk menjamin koneksitas antara
kawasun, KK Gulf of Califormia, telah ditetapkan sebagai Juringan KKL yang meliputi 10 perbedaan
habjtat sepanjang 1000 km. Sebagai titik awal telah dibuat tujuan perlindungan, yaitu 20 % setiap
perwakilan habitat dan 100 % perlindungan habitat langka dan kawasan dengan diversitas paling tinggi
Untuk memaksimumkan tujuan perlindungan dan perikanan, maka perlindungan terhadup daerah asuhan
dan larva ikan telah ditetapkan scbagai zona larang ambil. Karena, sebelumnya hanya ada sate kawasan
larang ambi] sekitar (,2% kawasan pesisir di Cabo Pulmoe Murine National Park.

Istilah Kawasan Konservasi Laut, telah diosulkan oleh Komisi Nasional Konservas) Laut (Komnaskolaut)
sebagal lerjemahan resmi dari marine protected area (MPA), dengan mengadopst definisi dari TUCN
dengan modifikasi. KKI, didefinisikan scbagai berikut:

*KKL adalah perairan pusang surut temmasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk tumbuhan
dan hewan di dalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial-budaya dibawshnya, yang
dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, haik dengan melindungi seluruh atan sebagian wilayah
tersebut’.

IUCN membagi KKIL menjadi beberapa kategori, vang dapat disetarakan dengan jenis-jenis KKL di
Indonesia, yaitu

[ KATEGORI Ta: Cagar Alum: kegiatan utamu yang dibolehkan: ilmu pengetahuan

... Penelitian ilmiah dan/atan monitoring perubahan lingkungan.

KATEGORI Ib: Suaka Margasatwa: tujuan utama melindungi margasatwa

... Dilindungi & dikelola untuk mempertahankan kondisi alam aslinya.

KATEGORI IT: Taman Nasional: Konservasi lingkungan {ecosystem) dan rekreasi
.. melindungi kesatuan lingkungan. Tidak termasuk cksploitasi & pemukiman

Peluang: kegiatan ilmiah, spuntual, pendidikan, rekreas: dan kunjungan

KATEGORI IHI: Monumen Alam. Kawusan — penampakan alam yang khas
L
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KATEGORI1 IV: Kawasan Pengelolaan Habitat/Spesies: Konservasi melalui pengaturan /
manajemen

KATEGORI V: Kawasan Landscape/bentang laut: dikelola — Konservasi pemandangan alam dan
rekreasi

KATEGORI VI Kawasan Pengelolaun Sumberdaya: tujuan utama petigelolaan untuk pemanfaatan
sumberdaya alam secara berkelanjutan & lestari.

Sistem alam asli. dikelola untuk menjamin Konservasi jangka panjang sumberdaya alam, agar
memberikan aliran sumberdaya & jasa secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.

2.2 Merancang kawasan konservasi laut berbasis ilmiah

Perubahan iklim giobal memberikan tuntunan kepada kita dalam memilih, merancang dan mengelola
KKL, schingga memjadi KKIL yang tangguh dan dapat bertahan untuk mengemban fungsinya sebagai
perlindungan keanckaragaman hayati lant dan menjamin perikanan berkelanjutan. Perubahun iklim global,
seperti El Nifto tahun 1997-1998 teluh menyebabkan pemutihan karang massal (coral bleaching) dan
kematian di beberapa kawasan terumbu karang di dunia. Oleh karenanya, aksi-aksi pengelolaan selain
melindungi terumbu karang terhadap kerusakan jangka pendek, tetapi juga haruslah dapat mengantisipasi
dampak tangka panjang, Salm (2004), mengusulkan untuk merespon dengan dua cara, yaitu

{1) Mengenali dan melindungl komunitas spesifik yang cocok dengan kondisi untuk menjamin
dampak kematian terumbu karang yang sangat kecil karena bleaching dan badai.

(2) Meningkatkan daya pulih dengan menjamin kendisi yang optimal untuk penyebaran larva biota
dan rekritmen. Usaha-tsaha pengrusakan karang, seperti perikanan yang merusak, penjangkatan
dan pengrusakan oleh wisatawan, sedimentasi, polust, perlu dihilangkan,

Kedua cara pendekatan pengelolaan di atas berkaitan erat dengan dua konscp dalam peruncangan dan
pengelolaan KKL, yaitu konsep resistensi dan konsep resilience {tangguh}. Membangun daya tahan
terumbu karang berdasar pola-pola vesisten dan resilience dalam strategi pengelolaan KKI, adalah konsep
yang baru. Daya tahan, belum pernah secara explicil didefinisikan dalam criteria seleksi KKL. Sedang
resilience dan pengelolaan yang efektif merupakan kunci dari daya tahan terumbu karang terhadap
ancaman dan kerusakan. Dari pengalaman El Nino 1998, ditemukan bahwa beberapa kawasan terumbu
karang atau koloni terumbu karang yang masih tahan/hidup, dan beberapa koloni menunjukkan pulih
kembali setelah satu tahun.

Jika resilience didefinisikan sebagai kemampuan komunitas untuk kembali kepada keadaan semula setelah
terjadinya peristiwa katastropi, maka ada empat persyaratan penting dalam menrancang KXI., yaitu :

(1) KKL dan Jaringan KKI. mempunyai kemampuan untuk pulih kembali, seperti menjamin sumber
larva atan anakan ikan, setelah terjadinya katastropi. Perlindungan secara efektif terumbu karang
yang tzhan terhadap bieaching dan badai, serta tempat pemijahan tkan merupakan suatu contoh
yang baik sebagad sntuber benih karang dan ikan.

(2) KKL atau beberapa cluster KKL dinpayakan cukup luas untuk upaya pembaharuan komunitas
biota.

(3) Terdapatnya konektivitas antar terumbu karang di dalam KKI. atau antara KK untuk menjamin
larva dan anakan biota dapat berpindah karena arus lawt dari sumbernya. Kawasan dengan
konektivitas yang baik, dapat menjamin pembaharuan komunitas dengan sendirinya, mempunyai
daya tahan kolektif dan tangguh secara ekologi.

(4) Diperlukun adanya pengelolaan KKI. yang efektif supaya segala macam bentuk ancaman dapat
dikontrol dan kondist vang nyaman untuk rekruitmen dan pemulihan biota dapat terjadi.

99



2.3 Proses seleksi kawasan konservasi laut

Ada 3 prinsip dalam seleksi KKL, yaitu :

(1) Prinsip Pertama : prospek ketahanan dari komunitas terumby karang dalam menghadupi kejadian
perubahan cuacy dan iklim, seperti resstensi terhudap bleuching, haruslah dipertimbangkan
secara serius dalam pemilikan lokasi dan merancang KKL. Oleh karenanya, kita perlu
mengidentifikasi komunitas terumbu karang yang mempunyai probabilitas tinggi umntuk tahan
terhadap perubahan iklim. Untuk itu diperlukan suatu kawasan yang cukup luas yang meliput;
berbagar tipe terumbu karang dun habitat,

(2) Prinsip Kedua : Adanya replikasi KKL sesuai dengan arus yang membawa larva biota {koridor
konektivitas), akan meningkatkan secara nyata peluang Ketahanan unfuk berbagai komunitas
terumbu karang. Ancarnan terhadap terumbu karang susah untuk diprediksi besarannya, bahkan
tlak dapat diprediksi kapan bencana global akan datang. Replikasi dan konektivitas KXI,
diantars mereka, akan menclong komunitas terumbuy karang untuk mereduksi dampak dan
metnbantu dalum pemulihan, dan meningkatkan prospek ketahanan biodiversitas pada konsidi
st sckarang Sehingga, replikast dan konektivitas antara terumbu karang perlu diaplikasikan
dalam pemylihan lokasi KKL.

(3} Prinsip Ketiga : KKL dipilih untuk mewakili dari kawasan terumbu Karang yang penting, dengan
mengikut sertakan habitat-habitat yang secara fungst saling berhubungan sepeiti dasar perarun,
padung lamun, mangrove, kawasan pesisir dan hutan datarun rendah. Dengan melindungi dan
mengelola habitat terumbu karang dan berbagai macam habitat pesisir lainnya, maka akun
meningkatkan ketahanan komunitas terhadap fenomena pemutihan Karang karena perubahan
iklim {bleaching), dan akun meningkatkan daya perulihan karang disnatu kawasan yaug
terancam. Tujuan dari prinsip ini adalah, untuk mengidentifikasi dan melindungi berbaga
mortologi dan komposisi spesies serta kondisi lingkungan yang berhubungan langsung melalui
proses-proses fisik dan ekologi.

Secara sistematik, Salm er al. (2000), telah memberikan contoh bagaimana langkah-langkah untuk
menggali informasi secara sederhana dan murah dalam proses pemilihan KKL. Langkah-langkuh scleksi
KKL meliputi kolekst data, analisis dan sintesis data yang akan digunakan untuk penentusn kandidat
lokasi,

Kita mengetahui bahwa kawasan-kawasan terumbu karang yang merupakun “bank ikan kurang ™ dan
mempunyai ketahanan terhadap bleaching akibat perubahan iKlim, menjadi prioritas untuk dilindungi.
Namun demikian, kita harus mempertimbangkan juga faktor-fakter sosial ekonomi, sehubungan seperti
kepentingan publik, peluang ckonomi dun politik. Faktor sosiul-ckonomi dan budaya pada masa falu masih
belum merupakan kriteria dalam penentuan KKL. Kriteria yang dapat digunakan untuk pemilihan lokasi
KKI. diterakan dafam Tabel 1.

Tabel 1. Contoh kriteria pemilihan kawasan konservasi laut

Kriteria Sosial Penertmuan sosial, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, konflik ]
kepentingan, keamunan, keterjangkauan kawasan, pendidikan, kesadartahuan

masyarakat dan kecocokan

Kriteria Ekonomi | Nilai penting spesies, nilai penting perikanan, sifat-sifat ancaman, keuntungan

ekotiomi dan pariwisata.

Kriteria Ekologi | Keanekaragaman hayati, keulamiahan, ketergantungan, keterwakilan, keunikan,

integritas, produktivilas, ketersediaan dan kawasan pemijahan ikan.

Kriteria Regional | Urgensi Regional dan daerah

Kriteria Kepentingan, ukuran, tingakt ancaman, cfektivitas, peluang, ketersediaan, daya

Pragmatik pulih dan penegakan hukum.  (Salm et of. 2000)
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3 Merancang kawasan konservasi laut: sebuah pengalaman dari Berau

31 Konsep KKI. Beran

KKL haruslah termasuk lintas habitat pesisir, untuk menjamin perlindungan terhadap diversitas maksimum,
dengan beberapa zona inti di kawasan antara pesisir dan laut lepas, Dari hasil kajian ekologi (REA)
menunjukkan bahwa, kawasan yang mempunyai potensi sebagai kawasan prioritas konservast tersebar di
kawasan laut Berau, dengan tingkat keterwakilan terumbu karang yang tingg:. Beberapa cluster potensi
kawasan konservasi terdapat di pesisir bagian utara sekitar Pulau Panjang, di pusat —mid-shelf offshore,
seksiar Sangalaki-Kakaban dan Maratua Lebih jauh ke pesisir selatan terdapat karang Malalungun, Muaras
dan Karang Besar, dan d1 sebelah selatan Kaniungan Besar.

Kawasan Konservasi Laut harislah mencakup kawasan yang dilindungi penuh (no-take) zones, terutama
kawasan yang sangat penting untuk peningkatan stock ikan, seperti kawasen pemijahan, dan proses-proses
ckologi yung lain. KK1 melingkupi juga kawasan pemanfaatan ekstratif dan kawasan pemanfaatan
terbatas. Zonasi-zonasi itu semua ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dengan menjamin
pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pengguna lokal.

Lokasi-lokasi zona tersebut haruslah membanpun ketahanan (resilience) terhadap gangguan ekosistem baik
di tingkat local maupun regional, termasuk ketahanan terhadap fenomena ‘pemanasan global’. Kawasan
terurnbu karang di Laut Sulawesi, terutama di Berau menunjukkan ketshanan terhadap dampak
‘pemutihan’ (bleaching) dibandingkan dengan terumbu karang di Kepulauan Sangir-Talaud, dan secara
nvata menunjukkan adanya ketahanan yang cukup tinggi terhadap pemanasan global.

Berikut adalah daftar kawasan prioritas yang secara ekologi dapat diusulkan untuk zona inti, yaitu :
kawasan dengan keanckaragaman yang unik di Kakaban-Sangalaki, konservasi dengan jems ikan dan
kurang dengan diversitas tinggi, regenerasi alamiah, keterwakilan dalam struktur komunitas, tempat
peneluran penyu, dan tempat ruaya mamalia laut,

Kawasan Konservasi Laut Berau merupakan jaringan kawasan konservasi baik di tingkat nasional dan
regional, seperti yang dicanangkan oleh JUCN World Cominission for Protected Arca di Asia Tenggara.
Pengembangan KK haruslah berhubungan dengan kendala operasional, pengamatan {surveillance),
penegakan hukum, pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan konservasi, yang akan menjadi dasar user
fee (tariff masuk) dalam usaha eko-wisata di Kawasan Konservasi, seperti model yang dikembangkan di
Taman Nasional Bunaken. Sedang sumber pendanaan yang lain untuk konservasi adalah perikanan, seperti
vang diharapkan dari TTU nomor 3172004,

Progrum peningkatan kepedulisn dn pendidikundifokuskan pada ekologi dan konservasi dari mangrove,
terumbu karang, biota endemic, target ikan karang, hiu, penyu, manta dan mamalia laut.

Strategi-strateg1 pengelolaan konservasi termasuk penguatan kemitraan konservasi (Program Bersama
Kelauntan), melanjutkun vpaya-upaya implementasi pendekatan konservasi darat-laut (Ridges to Reefs),
pengembangan Kawasan Konservasi Laut skala besar dan jaringan Kawasan Konservasi Laut skala kecil
di ungkat masyarakat desa, termasuk juga upaya-ppaya pengurangan ancaman terhadap sumberdaya
pesisir

Sebagai indikator sukses adalah formalisasi secars hukum untuk KK dan menjadi Kuatnya Kerangka

pengelolaan KKI., peningkatan kesadaran masyarakat untuk konservasi, partisipasi aklif stakcholders
dalam monitoring untuk mempertahankan dun memelihara nilai-nilai keanekarapaman hayati laut.

3.2 Seleksi KK1. Berau

Opsi pengambilan data vang telah dilakukan dalam melakukan seleksi KKL, suatu contoh dari KKL Berau,
vaitu -

{1y Mengidentifikasi kawasan yang mempunyat tutupan terumbu karang yang linggi. Pengkajian
ckologl  (rapid ecological assessment) terumbu  Karang telah dilaksanakan untuk
menginventarisasi kekavaan jenis, wtupan karang dan formasi komunitas karang, serta
mengidentifikasi komunitas Karang yang mempunyvai dava tahan terhadap ancaman dan
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bleaching. Prioritas kawasan terumbu karang telah diidentifikasi dalam kajian tersebut, yaitu -
Beberapa kawasan yang menyadt prioritas konservasi terurnbu karang, adalah : inlet dan chanel
Pulau Panjang, dengan tngginva diversitas, komunitas karang vang sehat dan nilai estetika:
Karang Malalungon dan Karang Besar dengan keragaman jems dan strukter habitat yang
kompiek, serta terumbu karang tepi di pulau Derawan, Semarna, Sangalaki dan Kakaban.

(2) Analisis oseanografi kawasan KKL, seperti kondisi temperatur permukaaan laut, arus laut,
pengarus salinutas dari estuaria, lokasi upwelling, dilaksanakan dengan menggunakan data-data
sekunder dari penelitian P20 LIPL, atlas laut, dan sumber-sumber luin. Penggunaan data-data
sekunder disarankan (Salm et al. 2000) sejauh terdapat kekurangan sumberdaya dan waktu serta
blaya.

{3) Mengadakan konsultasi dengan para peneliti dan masyarakat perikanan dengan mencocokkan
dari atlas laut, almanak nautik, laporan penelitian oscanografi, untuk mernprediksi ruaya ikan
hubungannya dengan arus laut. Survey jenis dan prediksi pergerakan mamatia laut di Kepulauan
Berau, secara kKhusus dilaksanakan dengan pengamatan langsung dan metode akustik pada bulan
Oktober 2003.

(4) Data pendukung perlu diadakan verifikasi dengan literatur, survey lapangun, interview dan
sumber-sumber lain untuk mengidentifikasi nilai-nika penting kawasan konservasi laut (seperti -
habitat jerus fangka, dacrah pemijahan dan asuhan ikan, tingkat pemanfaatan, ancaman, data
oseanografi yang berhubungan, administrasi dan lokasi usnlan KKL).

Kompilast dan hasil kajian dirangkumkan menjadi buku Atlas Kepulauan Berau, yang merupakan
penyempurnaan dari Protil Kepulausn Derawan (Wiryawan ef al. 2004).

3.3 Pendekatan kolaboratif dan terpadu

Bekerja secara koalisi sebagai satu tim adaluh paling tepat daripada bekerja secara sendiri-sendiri antar
lembaga, mengingat keterbatasan sumberdaya masing-masing lembaga dalam mengelola wilayah yang
luas. Oleh karenanya, tiga lembaga yaitu : TNC, WWF dan Mitra Pesisir bekerja bersamu dengan
memadukan sumberdaya dan program mercka dengan nama Program Bersama Kelautan, Mitra Pesisir
USALID mengundurkan din tuhun 2005, karena program telah sclesai. Selain itu, terdapat suatu forum vang
disebut Sekretariat Bersama Kelautan Berau, yang beralamat di Jalan Pulan Semama 7854, sebagai pusat
koordinasi antar lembaga Non-Petnerintah dan Pemerintah Kabupaten Berau. Saat ini anggola dari
Sekretariat Kelautan (Sekber) ada 6 l.embaga, vaitu . Bestari, Kalbu, TNC, Mitra Pesisir, WWF dan
Kehati. Tahun 2004, di Beran telah terbentuk Tim Pengarah Pesisir dan Laut yang beranggotakan yang
merupakan Tim antar lembaga baik pemerintah maupun non-pemetintah, yang diformalkan dengan SK
Bupati tahun 2004,

Pendekatan 'Dart Pegunungan Sampat Terumbu Karang' atzu Ridges to Reets (R2R), adalah pendekatan
ilmiah yang memadukan penpelolaan lingkungan darat dan laut. Mengingat pembangunan di wilayah darat
{hulu) akan berpengaruh terhadap kawasan pesisir dan laut, Komitmen untuk bekerja bersama para mitra
kerja (partners) secara koluboratif aniara mitra kerja yang bekerju i kawasan hulu, yaitu * Program The
Nature Conservancy Kalimantan Timur, Program Bersama Kelautan TNC-WWF-Mitra Pesisir serta
program pengelolaan lingkungan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, untuk mengembangkan program
pengelolaan Kawasan Konservasi Laut secara luas dan jangka panjang telah dimulai sepak 2004, Kawasan
Konservasi Laut sccara luas, dipilih sebugai alternatif alat yang tepat untuk pengelolaan sumberdaya pesisir
Kepulauan Berau, karena akan mengakomodasi berbagai pihak terhadap pemanfaatan sumberdaya untuk
kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan, dengan menjamin daya lenting (resilience) ekosistem yang
tinggi dalam merespon ancaman global dan lecal.

Adapun kesepukatun vist bersama antara mitra kerja adalah ' konservast keanekaragaman hayati,
sumberduaya perikanan dan sumberdava havati laut lain untuk masyarakat pesisir dan di Kepulavan
Derawan'. Bekerja melalui kemitrasn atan koalisi konservasi, akan dapat tercipta Kawasan Konservasi Laut
yang dikelola secura Kolaboratif (co-managed marine protected area) vang dilengkapi dengan system
zonasi, seperti zona pemanfaatan ekstraktif (extractive use-zone), non-eksiraktif {non-extractive use zone)
dan larang ambil (no-take zone)

102




Mengingat arti penting Kepulauan Derawan sebagai pusat keanekaragaman hayati laut Kalimantan Timur,
maka lembaga yang tergabung sebagai Mitra Ketja telah mengidentifikasikan Kepulauan Derawan sebagai
prioritas target konservasi suatu ‘seascape’ di North East Bomeo {TNC, 2003} yang termasuk ke dalam ‘the
Sulu-Sulawesi Marine Ecoregon/SSME' (WWF, 2002). Sumberdaya hayati laut di kawasan itu sudah kritis
dari segi perikunan komersial dan merupakan daerah penyu hijau (Chelonia mydas) yang penting di Asia
Tenggara, Seluin 1tu, kawasan ini merupakan "rumah” dari berbagai spesies ikan pelagis, krustasca dan
1kan karang. Sumberdaya hayati laut tersebut secara kolektif dapat menymbangkan jutaan US$ dari sektor
perikanan dan ekowisata, dan mencpang kehidupan masyarukat pesisir yang menggantungkan hidupnya
secara langsung terhadap sumberdaya hayati laut. Studi valuasi ekowisata di Berau memberikan informasi
bahwa nilai keuntungan per tahun diperkirakan antara USD 1,2 - 2,5 (=5%) juta dan 0,85 - 1,7 juta
(r=10%) (Huttche 2002}

R2R adalah inisiatif untuk mengatasi permasalshan degradasi habitat dari DAS Berau dengan luas
2.189.205,64 Ha, terdiri dari 60 sub-DAS sampai ke ekosistem terumbu karang di Kepulauan Derawan,
dengan cara meningkatkan dan mempromosikan pengelolaan sumberdaya alam yang secara ekologi dan
ekonoms penting.

Sebagtan orang masih belum menganggap adanya hubungan antara pegunungan, dataran rendsh dan
wilayah pesisit. Tetapi, dampak negatif’ sudah dirasakan oleh kita semua, bahkan sangat parah.
Interkoneksi, adalah jantung dari pendekatan RZR. Pendekatan ini haruslah dilakukan dengan hati-hati,
mengingat lingkungan sangat rentan terhadap ancaman-ancaman. Khususnya di Kabupaten Berau,
ancaman tersebut seperti tumbuhnya industri dan peningkatan jumluh penduduk di Kabupaten Berau 2,95
%, dengan jumlah penduduk tahun 2000 sebanyak 117.073 jiwa. Dampuk degradasi DAS sangat dirasakan
oleh kita, terutama pada musim penghujan {bulan November-Januan), yang menvebabkan banjir dan
terbawanya padatan tersuspensi ke wilayah pesisir. Kita bersyukur, karena walaupun kita tidak dapai
merubah cuaca, tetapi Kita daput mengelola dampak cuaca dengan lebih baik. Jika kita melthat gambaran
yang lebih besar, berkoalisi dan berkoordiniasi, serts mulai dengan mengimplementasikan praktek-praktek
pengelolaan DAS secara kontinyu dari hulu sampai wilayah pesisir. Citra Landsat pada bulan Agustus
2000, vaitu pada saat debit air sungai mintmum, menunjukkan bahwa batas scdiment (sediment plume)
telah mendekati sekitar 20 km, atau setengah jalan menuju Kepulauan Derawan,

Kita dapat menindak lanjuti proses mitigasi dengan mengerjakan apa yang scharusnya dilakukan dalam
perencanaan dan pengelolaan KKL dengan mengeliminasi ancaran, tetapi kita memerlukan dimensi ekstra
perencanaan konservasi untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Kita dapat memulai dengan
identifikasi kawasan yang tahan terhadap gangguan (bleaching} dengan tingkatan proteksi tinggi (kawasan
perlindungan utama) seperti habitat kritis lokasi pemijahan ikan, pulau sarang burung, puntai peneluran
penyu, tempat asuhan ikan-ikan kecil, dsb. Dengan mengurangi ancaman-ancaman di kawusan coral
bteaching, kita dapat menyediakan kondisi yang cocok untuk rekrustmen larva dan pemulihan komunitas
terumnbu karang.

34 Penentuan kawasan konservasi prioritas KKL Berau

Potensial kawasan pnoritas telah diusulkan melalui workshop para ahli kelautan dari The Nature
Conservancy, WWF, DKP, P20LIPI dan Leiden Museurn pada bulan Oktober 2003. Husil yang diperoleh
dari workshop tersebut adalah : (1) peta prioritas konservasi di Kepulauan Derawan, (2) Kawusan special
yang diindikasikan berdasar hasil kajian ckologi (rapid ccological assessment), (3) status biodiversity
terkini, identifikasi prioritas penelitian yang menunjang pembentukan Kawasan Konservasi Laut.

Hasil yang direkomendasikan seluma workshop tersebut didasarkan pada format Perencanaan Konservasi
sesuai dengan model The Nature Conservancy, yaitu 5 S Model : System (target konservasi), Stresses
(ancaman terhadap target), Sources of Stresses (sumber ancaman), Strategies (tipe aktifitas konservasi),
Success {ukuran kesehatan biodiversitas).

Berikut adalah target-target konservasi yang direkomendasikan dalam workshop tersebut, yaitu :

(1) Ekosistemn Terumbu Karang (Coral reef ecosystem)

(2) Hutan Bakau {Mangroves)

(3) Padang Lamun (Seagrasses)

{4) Ekosistern Danau Laut Kakaban & Maratua (Marine lakes ecosystem)
(5) Kawasan Pemijahan Ikan (Spawning Aggregation Sites)
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{6) Ekosistemn Teluk Pea di Maratua (Pca Bay Ecosystem in Maratua Island)
(7) Karang Muaras (Muaras sandbank)

(8) [kan Karang (Reef Fishes)

(9} Penyu (Turtles)

(10) Pari Manta (Manta Ray)

(11) Mamalia Laut (Cetacean}

{12) Hiu Martil (Hammerhead shark)

(13) Kerapu dan Napoleon (Grouper and Napoleon fishes)

(14) Kepiting Kelapa (Coconut crab-Birgus latro}

Workshop para shli tersebut akan digunakan sebagai araban dan tujuan stakeholder untuk pengembangan
Kawasan Konservasi Laut di Kepualau Berau. Kermnitraan dalam pengembangan Kawasun Konservasi Laut
sangat diperlukan, karena pemshaman dan pengetzhuan tentang tarpet-target konservasi masih betum
memadal, sedang masing-masing stukcholders mempunyal keterbatasan untuk bekerja di kawesan yang
cukup luas ini. Beberapa usulan program vang didapatkan dari workshop ini adalah : Batas Kawasan secara
peografis, kegiatun-Kegiatan aksi Konservasi dan monitoring, mekanisme kolaborasi antar lembaga,
pengembangan ckonomi masyarakat, dan pembentukan komite pengelolaan KKI..,

3.5 Perencanaan tata ruang dan KKL

Komitmen petnerintah dacrah Kabupaten Berau dalam mendukung pengembangan KKL sangut tinggi.
Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau yang telah diformalkan melalui Peraturan Daerah No.3 tahun 2004
sudah mencakup wilayah pesisir dan laut. Peruntukan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau sudah
ditentukan di dalamnya, termasuk kawasan lindung mangrove dan pulau-pulau kecil.  Selanjutnya,
pemerintah sedang melakukan penyusunan detail Rencana Tata Ruang Kabupaten, khusus di kawasun
pesisir dan lautnya.

3.6 Penentuan batas kawasan KKL

Setelah prioritas target Konservasi ditdentitikast, maka tahap selanjutnya adalah penentuan batas yang
secara ekologis dan administrative dapat disepakati. Di dalam batas KKI. akan dibuat zonasi-zonas pada
perencanaan KKL selanjutnva. Untuk menentukan, biasanya ada dua pertanyaan dasar yang diajukan,
yaitu :

{1} Habitat mana yang perlu masuk dalam KKL dan komponen-komponen zona pemanfaatan dan
fokus pengelolaan?

{2) Seberapa luas seharusnya KKL dibatasi berikut dengan zona-zonanya?

Sebelum melakukan pengaturan zonasi atau rencana zonasi dalam kawasan, maka batas luar kawasan perlu
ditetapkan. Batas luar kawasan ini merupakan titik-titik posisi geografis yang menghubungkan bats terluar
kawasan konservasi, baik bats kea rah laut maupun ke arah darat. Penataan batas dalam rangka realisasi
legalstas status kawasan diperlukan uniuk menegaskan batas definitive di lapangan serta memperoleh status
hokum vang jelas dan pusti, schingga akan menunjang kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan
(pembinaan dan pengawasan) kawasan konservasi laut daerah (Ditjen P3IK-DKP 2004),

Drusutkan bahwa batas Inar KKL Beran untuk mengikuti batas lant kewenangan provinsi, yaitu 12 mil laut.
Sedang batas ke arah darat mengikuti vegetas: mangrove (sejati), walaupun dalam RTRW Kabupaten
Berau, menegaskan bahwa Mungrove dan Nipah masuk dalam kawasun lindung. Namun demikian, dengan
mempertimbangkan batas administrative yang formal (Perda No.3/2004) hanya batas Kabupaten dun batas
ekologis, maka disepakati oleh Tim Pengurah Pesisir dan stakeholders melalni Workshop mengusulkan
sebagai berikut -

(1) Batas ke arah laut mengikuti PERDA Tata Ruang Berau 2004, yaitu 4 mil laut.

(2) Batas kearah darat mengikuli batas-batas vegetasi mangrove sejati (non-nipah) yang dilengkapi
dengan titik-tik references geografis.
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Batas administratit, telah diformalkan dengan Peraturan Bupati No.31/2005, diperlukan agar tidak terjadi
kerancuan dalam ha) pengaturan administrative dan ada kejelasan wewenang di pithak pemerintah
Kabupaten/Provinsi. Batas ckologis dipertunbangkan dengan tejuan agas tekanan ckologis baik dari dalam
maupun dari luar kawasan masih mampu ditolerir Untuk KKL Berau, batas terluar kearah Jaut sefauh 4
mif, memungkinkan koridor migrasi paus dan lumba-lumba terlindungt dengan adanya KKIL., walanpun
makm luas KKL kea rah laut makin baik Sehingga pada saat sekarang batas 4 mil ke arah laut dapat
diperluas, apabila kerangka hukum formal batas admimstrasi provinst telah ditetapkan dengan Perda.
Sehingga ke depan, batas ekologis yang didasarkan pada integrasi dan berbagai proses interaksi biotisik
berbagai ekosistem di wilayah kepulaunan Berau, seperti laut lepus, terumbu karang, padang lamun dan
mangrove terpelihara dengan baik.

Dalam proses penetapan batas terluar KKL, tahap pengukuran batas dilakukan dengan menentukan titik-
utik batas di atas peta atau disebut dengun delmiasi (delimitasi} batas secara kartometrik. Langkah
selanjutnya setelah deliniasi batas kartometrik, adalah penentuan batas di lapangan (demurkasi batas
lapangan) melalm pengukuran dan ajudiksi dengan daerah tetangga atau daerah yang berhadapan
(Kabupaten Bulungan dan Kutai Timur). Pada aat kita melakukan demarkasi batas i lapangan, maka ada 2
kegiatan yang harus dilakuken yaita : (1) survey peninjuuan (reconnaissance) dan penanaman pilar acuan,
dan (2) pengukuran posisi di lapangan (Ditjen P3K DKP, 2004)

Seteish batas kawasan dipetakan, maka tanda batas di lapangan dibuat dan dapat berbentuk:

{1) Pelumpung (buoy) vang di pasang di perairan laut dengan ke dalaman kurang dari 60 mefer.
Mengingat batas terluar 4 ke arah laut KXI. Berau mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter,
inaka bouy-buoy hanya akan ditempatkan di beberapa zonasi di dalam KKL.

(2) Rambu denpan warna cahaya (merah) dan bendera tanda (merah)
{3) Titik acuan penentuan lokasi dan bentuk titik acuan yang ditempatikan di pantai

(4) Papan informasi vang dipasang di pantai terbuat dan papan dengan tiang besi, menghadap ke
kawasan dan dilengkapi dengan peta kawasan dan aturan-aturannya

4 Pembelajaran dari KKL Berau
4.1 Aspek kebijakan dan legal

Dari hasil analisis kebjjakan dan hukum dalam pengembangan KKL Berau dapat disimpulkan secara
singkat beberapa hal sebaga benikut

{1) Nomenklutur vang dipilih adalah KKL Berau.

{2) Batas KKL leran yang dipilih terdiri dari dua bagian, yaitu batas laut di sisi yang berhadapan
langsung dengan Laut Sulawesi ndalah laut teritorial 12 mil, dan batas laut di sisi lainnya adalah
batas vang telah ditetapkan berdasarkan Perda 3/04 tentang RTRW. Kawasan pulau-pulau,
khususnya pulau-pulsu vang telah ditetapkan scbagai kawasan Konservasi, agar dicalonkan
sebagal zona inti, disamping zona-zona lainnya seperti Zona penyangga dan Zona pernanfaatan,

{3) Permasalahan kelembagaan yang dihadapi dalam pengembangan KKL Berau adalah ketidak
jelasan kewenangan aniara DKP dan Dephut di tingkst pusat, dan benturan kepentingan ¢
tingkat daerah antars DPK Berau dan DPK Kaltim, antara DPK Berau, Dishut Berau, BKSDA,
dan Bapelda.

(4) Kepastian lentang landasan hukum untuk mengembangkan KKI Berau sudah jelas, yaitu UU
31/04 jo. UU 32/04 jo. UU 5/90 jo. PP68/98 dimana Menteri Kelautan dan Perikunan memiliki
kewenangan untuk menetapkan KKL Berau. Penetapan dapat dilakukan oleh Pemertintah
Daerah, apabila Batas KKL hunya mencakup kewenangan Kabupaten/Provinsi.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam pengembangan KK1. Berau, yaitu :




(1) Perubahan nama dari Kepulawvan Derawan menjadi Kepnlauan Beran yang terdirt dari Kepulavan
Derawan sebagai wilayah Kecamatan Derawan dan Kepulauan Maratua sebagai wilayah
Kecamatan Maratua haris segera ditetapkan batas-batasnya untuk kemudian diumumkan dan
petanya didepositkan pada lembaga internasional yang berwenang untuk mengurus musalah
tersebut,

{2) Perlu segera diadakan penyesuaian hatas-batas KKL Berau yang telah dipetakan dengan batas-
batas KKL Berau yang terdiri dari dua bagian scbagaimana diusulkan di atas. Disamping itu,
perlu juga digambarkan batas-batas kewenanpan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sesuai
peraturan perundang-undangan yung berlaku scbagai bahan bagi negosiasi antara stake holders
dalam penetapan batas-hatas kawasan dan zonasi dari KKL Beran,

{3) Bentuk Tim Negosiasi untuk memjembatani kepentingan DKP dan Dephut agar terwujud
kejelasan Kewenangan antars kedus lembaga pemerintah pusat tersebut. Kejelasan Kewenangan
tersebut akan sangat mempengaruhi pola tindak, sikap dan perilaku kelembagaan di daerah dalam
penetapan KKL Berau Disamping itu, Tim Pengarah dan Sekber harus diberdayakan untuk dapat
meredarn Konflik antura  lembaga-lembaga pemerintah  daerah guna tercapainya tujuan
pengembangan KKL Berau.

(4) Segera rumuskan peraturan perundang-undanpan yang rpengatur fentang proses penetapan
kawasan konservasi laut berdasarkan hasil penafsiran dan penalaran hukum terhadap UU 5790
dan FP 68/98, disertai dengan argumentasi rasional tentang penecrapan hasil penafsiran dan
penalaran hukum tersebut di bidang kelautan dan perikanan.

4.2 Rencana zonasi dan rencana pengelolaan

Bupati Berau lelah menunjuk perairan laut dan kawasan mangrove kabupaten Berau ebagai Kuwasan
Konservasi Laut {KKL) yang diformalkan dengan Peraturan Bupati. Penunjukkan tersebut telah dilengkapi
dengan Penetapan Batas KKL, setelah melalui proses pengukuran, pemetzan batas luar dan pembustan peta
batas, serts pemnasangan tanda batas di lapangan.

Rencana Pengelolaan (management plan} termasuk di dalamnya penetapan dan penataan Zonasi (zonation
plan), bertwuan untuk mengusahakan kelestarian sumberdaya dan keseimbangan ckosistem vang
mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pengelolaan suatu KK dilakukan sesuai dengan fungs), sebagai benkut :

(1) Sebagail wiluyah perlindungan system penyangga kehidupan
(2) Sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman jenis dan ekosistemnya
(3) Pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya yang berkelanjutan

Berdasarkan fungsi kawasan tersebut, maka KKI, dapat dimanfaatkun untuk keperluan : penclitian dan
pengembangan, pendidikan, wisata bahari dun perikanan berkelanjutan.

Rencana Pengelclaan KKE dibuat dalam rangka mengelola kawasan supaya mencapai tujuan dan fungsi
suatu KKI.. Umumnys Rencuna Pengelolaan memuat tujuan pengelolaan, arahan pengelolaan, penjadwalan
dun pendanasn.  Untuk mengefektifkan suatu Rencanas Pengelolaan, maka Lembaga Pengelolaan mutlak;
diperlukan. Contoh lembaga pengelola, misalnya di Taman Nasjonal Bunaken, adalah Dewan Pengelola,
sedang di Great Barrier Reef National Park adalah GBR Marine Park Autority.

Di dalam Rencana Pengelolaan, maks instrument utama untukkonservasi dan pengelolaan suatu KKL
adalah Rencanha Zonasi. Sesuaj dengan tujuan dan fungsi KKL di atas, maka Rencana Zonasi KKI. Berau,
selain diharapkan memberikan apresiusi terhadap nilai-nilat alamiah kawasan sebagai calon Warisan Dunta,
juga memberikan prinsip-prinsip pemanfastan sumberdaya secara berkelanjutan. Kaitannya dengan
mekanisme pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang lain, perencanaan zonasi untuk
perlindungan dan konservasi keanekarangaman laut Berau dulum jaringan coral triangle, dengan
memberikan peluang pemanfaatan vang berkelanjutan dan menjamin akses terhadap kawasan KKL kepada
generasi sekarang dun mendatang.

Lebih Janjut, selain perlindungan kepada keterwakilan keanekaragaman hayati laut, Rencanaan Zonasi juga
menyediakan perlindungan khusus terhadap kawasan yang mempunyai nilai konservasi sangat tinggi

106




seperti: terumbu kurang, padang lamun, sponges, dan juga tempat-tempat unik seperti mamabia laut
{dugong), penyu, manta ray dan ubur-ubur endemik.

Di dalam dokumen Rencana Pengelolaan, hatuslah discbutkan bahwa KKL adalah kawasan yang akan
dikelola seeara multi pihak {multiple stakeholders) dan mult: guna {multiple use area). Ini berarti bahwa,
selain KKL untuk meningkatkan kegiatan kenservasi, KKL juga memnberikan kesempatan untuk rekreasi,
kegiatan komersial dan penelitian, serta meneruskan upaya-upaya pengelolaan tradisional musyarakat, yang
semuanya diatur dalam Rencana Pengelolaan. Dengan jelas tertera dalam dokumen Rencana Pengelolaan,
bahwa zona-zona pemanfuatan lradisional masyarakat (adat) di akui secara resmi dan dipetakan dalam
ZOnasl.

Kontribust dari hasil-husil penelittan ilmish terhadap pengelolaan kawasan dan peningkatan kepedulian
lentang KKL sangat dihargai sebagai masukan dalam Rencana Zonasi, yang memberikan pengaturan
penelitian di Kawasan dan zona-zona peruntukan untuk penelitian.

Jika dilihat dalam kerangka pengelolasn kawasun di Kabupaten Berau. maka baik Rencana Zonasi dan
Rencana Pengelolaan KKL nantinya, adalah merupakan implementasi dart Rencana Tats Ruang Kabupaten
dan Provinsi Kalimantan Timur. Sudah scharsnya, tumpang-tindih peruntukan suatu kawasan dihindari.
Sudah scharusnya, penataan ruang provinsi dengan mensingkronkan tata ruang Kedua Kabupaten
(Bulungan dan Kutar Timur) sebaga letangga dan Kabupaten Berau. Kaorena memang, sccara ekologis
KKL Berau sangat berhubunpgan dengan kedua kabupalen tetangganya.

Saut sekarang belum terbentuk jaringan KKL antar kabupaten, paling tidak dengan kabupaten Bulungan
dan Kutai Timur, namun demikian Rencana Pengelolaan haruslah dibuat sedemikian rupa dengan batas-
batas koordinat vang jelas dan sederhana, untuk bisa mengakomodasi pengembangan KK1. menjadi suatu
Juringan KKL dengan wilayah administrasi tetangganya

Seperti di (ireat Barrier Reef Australia, konsep jaringan KKL, yang disebul scbagai Amalgamated Great
Barrier Reet Section {AGBR) telah disepakati menjadi 4 wilayah pengelolaan di sepanjang Pantai Timur
Australia (tahun 1983), kemudian diperluas menjadi lima seksi AGBR dengan masuknya the Gumoo
Waojabuddee Section, dan akhirnya pada tahun 2001, sudah menjadi 28 bagian kawasan pesisir Australia
menjadi bagian darn AGBR yang diproklamasikan secara resmi dengan Peraturan (Gazette No.5119/2004).

Penvusunan zonasi KKI. Berau didasarkan pada aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat
pengguna sumberdaya pesisir dan laut. Namun demikian, sebelum melakukan perencansan dan penctapan
7onasi, makd penentuan criteria wajib untuk dilaksanakan.

Zonasi sangat penting untuk diterupkan dalam Kawasan Konservasi untuk menjamin perimbangan
pemanfastan dan doya dukung kawasan, serta untuk menghindari konflik pemantaatan kawasan. Zonasi
dilerapkan di Kawasan Konservasi Laut, engan tejuan untuk

(1} Memberikan perlindungan terhadap ekosistern vang penting atau kritis dalam proses-proses
ekolog:

(2) Mengatasi kontlik pemantaatan sunberdaya untuk menjamin kegiatan ekonomi berkenajutan

(3) Menjumin kualitas alam atau budaya dengan mengakomodasi pemanfaatan yang bertanggung
jawab.

(4} Memnjamun kawasan yang rusak untuk pulih kembaly atau dirchabilitast.

Belajar dari Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Komodo dun Great Barrier Reef (GBR) National
Park, dapat disimpulkan bahwa kriteria zonasi telah dibuat sesederhana mungkin untuk dipahami dan
ditmplementasikan di lapangan, tetapi harus mempunyal tujuan yang optimal. Kesatahan dari taman
nasional di masa lalu adalah zonasi sangat rumil untuk diimplementasikan di lapangan, karena :

{1y Belum mengakomodir kepentingan banyak pihak terutama kepentingan masyarakat lokal.
(2) Sistemn pensmaan, Demarkasi dan Aluren untuk masing-masing spot zona cenderung tidak jelas.
(3) Sistem Zonasi vang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sekarang int

Zonasi mendefinisikan apa yang boleh dan apa vang dilarang pada zona-zona yang berbeda sesuai dengan
pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan jasa lingkungan (sumberdays budava), pemanfuatan oleh
pengguna (nasvarakat dan wisata), akses perhubungan, pengembungan taman laut, pemeliharaan dan
operasional, Melalui pengelolaan zonasi, pembatasan-pembatasan pemunfaatan vang dijjinkan dan
pengembangun kawasan konservasi dibangun (Young and Young 1993). Zona-zona tersebut akan
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menunjukkan berbagai strategi untuk pengelolasn dan pemanfaatan yang scsual dengan tujuan pengelolaan
untuk mencapai KKL di masa datang.

Contoh criteria zonasi yang disnggap berhasil telah dikembangkan dan diterapkan di GBR menjadi zona-
zond, sepertl ;

{1} Zona Pemantaatan Umum, diperuntukan untuk konservasi kawasan dengan memberikan peluang
untuk pemanfaatan secara rasional., yaitu aktifitas dengan dampak rendah, seperti rekreusi, tetapi
tidak mengambil tanaman dan binatang atau produk kelautan, penangkapan ikan, termasuk (1)
pukat; (i) trolling; (iii} pancing; (1v) memanah ikan {v) jaring, (vi) bubu: (vii) pengambilan
terbatas biota lant, (viii) pemanfaatan tradisional, {1x) penelitian, (X} pendidikan, (xi) navigas:
kapul dan pesawat terbang.

{2) Zona Perlindungan Habitat, ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan hubitat
vang sensitif, sehingga bebas dan gangguan dan untek memberikan peluang pemanfaatan vang
rasional. Kegiatan yang diperbelehkan (tanpa melalui ijin) adalah segenap aktifitas vang
mempunyai dampak rendah, termasuk penangkapan ikan seperti pada Zona Pemanfaatan Umum,
kecuali penangkapan ikan dengan pukat {trawl).

{3) 7ona Konservasi Taman Laut, untuk menyediakan kawasan konservasi, dan untuk memberikan
peluang pemanfaatan secara rasional dengan menikmati alam, termasuk pemanfaatan terbatas.

{4y Zona Penyangga, untuk memberikan perlingdungan integritas alam dan nilai Taman Laut,
umumnya bebas dari pemantfaatan ekstraktif dan untuk memberikan peluang untuk kegiatan
tertentu terimasuk presentasi nilai-nilai alamiah, dan perikanan rawai untuk jenis ikan pelagis

{5) Zona Penchtian, untuk memberikan proteksi terhadap keutuhan alam dan nilai-nilainya, serta
bebus dari pemanfaatan ckstraktil dan membenikan peluang untuk penelitian ilmizh di dalam
kawasan yang tidak terganggu.

{6) Zona Preservasi (perlindungan), untuk preservasi keutuhan alam dan nilai-nilainya, secara umum
tidak digunggu oleh kepiatan manusia. Zona preservasi merupakan istilah lain dari no-take
reserve (zona larang ambil). Review dilakukan oleh Callum Roberts and Julie Hawkins {2000}
dipresentasikan dalam buku Fully-protected marine reserves: a guide.

(7} Zona Pulau-pulan Commonwecalth, untuk menkonservasi kawasan di bawah pasang surut rendah,
dan memberikan pemanfaatan secara konsisten selaras dengan nilai-nilai alam yang ada. Zona
ini tidak diatur dalam peraturan GBR (tidak tergambar dalum peta zonasi).

Laporan menunjukkan keuntungan XKL, vaitu:

(1} Menyediakan perlindungan bagi spesies terancam punah
(2) Mencepah kerusakan habitat,
{3y Muempromosikan komunitas biologi yang berbeda dengan yang ada di daerah perikanan tangkap.
(4) Meningkatkan produksi benih 1kan (resstocking populasi)
(5) Memtfasilitasi daya pulih akibat kerusakan alam dan manusia.
(6) menyediakan spill-over ikan dewasa dan anak ikun kepada perikanan.
Lebih spesifik, dalum no-take areas ditemukan;

(1) Peningkatan jumlah spesies ikan 33 %;
{2) Keuatungan dari jems ikan ckonomis maupun yang tidak | — membenkan dampak kepada
jaringan rantai nmakanan.

(3) Kelimpahan ikan meningkat double,

{4) Ukuran ikan meningkat 1/3 akan memberikan produksi telur ikan 240 %.
Jika tidak ada rencana pengelolaan kawasan, maka upaya-upaya perlindungan, pengembangan dan aktifitas
pemantaatan akan berjulan tidak terarah, sering tekanan-tekanan palitis lebih diutamakan, tanpu melihat
implikasi di masa depan. Alhasil, hilangnya peluang dan kerusakan sumberdaya dan nilai yang tidak dapat
dipulihkan (Young and Young 1993).
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5 Kesimpulan
5.1 Perlunya rencana zonasi

Nuntinya setelah kritena zonasi disetujui oleh stakeholders dan zona-zona dalam kawasan sudah
ditetapkan, dengan kata lain perancanaan zonasi felah selesaj publikasikan dalam Buku Rencana
Pengeloluan, maka KKL tersebut siap untuk diimplementasikan.

Salah satu produk dari Rencana Zonasi adalah peta-peta zonasi vang menunjukkan fokasi zona-zona secara
spasial Tugax dari Lembaga Pengelola setelah Rencana Zonasi diimplementasikan, adalah membuat peta-
peta atau produk-produk material untuk sosialisasi dan pendidikan berdasur zona-zona ada, dengan tujuan
untuk menggambarkun dan menginterpretasikan secara awam tentang zonasi KKL. Walaupun produk-
produk berbasis peta tersebut tetap mengutamakan kualitas akurasi pemetaan, namun peta-peta tersebut
tetap diusahakan untuk tidak legallv-binded (hukum formal) dan tidak merupakan penggunti yang disahkan
oleh Rencana Zonasi, Setiap lokasi zonast disarankan mempunyai indentifier yang resmi vang mempunyai
referensi di dalam Peta Zonasi.

Alar Pelayaran Kapal baik kapal niaga, tanker manpun kapa! ikan dalam KKL biasanya dibuatkan pada
zona Pemantaatan Umum dan Terbatas. Navigasi melalul zona pemanfaatan umuim tidak memerlukan ijin,
tetapr navigasi melalui Zona-zona yang lun memerlukan yin, kecuali dalam keadaan darurat.  Oleh
karenaya alur-alur navigasi diperlukan untuk dipetakan dalam KKL.

Zona Konservasi dan Zena Perlindungan seperti vang dicontohkan di GBR, dikelompokkan menjadi
Kawasan Pengelolaan Khusus, Kawasan terscbut memerlukan tindskan pengelolaan yang cepat {bahkan
duapat tidak memerlukan kensultasi publik) apabila terjadi penyimpangan pemantaatan (seperti
pelanggaran, kecelakaan dan pencemaran). Pengaturan pemantaatan kawasan tersebul ditetapkan dengan
Peraturan KKI., dengan tujuan untuk membatasi akses untuk menghindan kecclakaan kapal, pencemaran
dan untuk menjamin tidak terjadtnya kepunahan spesimen hidup (biota luut) yang berada dalam kawasan
Khusus terscbut.

Zona Pengelolaan Khusus tersebut adalah untuk menyediakan pembatasan terhadap akses dan pemantaatan
sumberdaya alam, vang biasanya berkaitan dengan : konservasi jerss, konservast sumberdaya alam,
perlindungan situs budaya, appresiasi publik dan keselamatan publik, dan pengaturan dalam keadaan
darurat Sebagai contoh adalah adanya kawasan yang diperuntukkan untuk perlindungan habitat penyu dan
burung yang ditutup secara musiman, perlindungan kawasan pemijahan ikan atau perlindungan karena
alasan keselamatan publik, dan sebagainya.

8.2 Perlunva kelembagaan pengelolaan KKL

Dalam upaya pengelolaan KKL diperlukan lembaga (badan) pengelola yang akan menyusun program dan
keptatan kerja, pengusulan anggaran, pengelolaan kegiatun, pemantauvan dan evaluasi program dan
keglatan, penyvelesalan permasalahan dan penyampaian informasi serta dengan pelibatan masyarakat,
petguruan tnggl, swasta dan para pemangku kepentingan (stakeholders) luin.

Lembaga Pengelola akan menyiapkan Rencana Pengelolaan, vang lebih detail dari Rencana Zonasi, untuk
memberikan arahan pengelolaan sumberdaya dan nilai-milai terhadap warisan dunia, memberikan arahun
penggunaan kawasan atau konservasi jenis dan komunitas ekologr di dalam kawasan.

Lembapa Pengelola  diharuskan untuk mengadakan persctujusn dan pengaturan dengan masyarakat atau
kelompok masyarakat vang mempunyai Keterkaitan dengan KKI. Persetujnan berhubungan dengan
pengembangan dan implementasi dari Rencana Pengelolaan dan memberikan peluang untuk masyarakat
setempat untuk ikut mengelola kawasan (jenis atat komunitas ckologt) bersama-sama dengan Lembaga
Fengelola.

Kelembagaan Pengelolaan KKL tersebut melibatkan para pemungku kepentingan di Kabupaten Berau dan
Provinsi Kalimantan Timur. Melalui system kelembagaan pengelolaan diharapkan upaya-upaya
pengeloluan KKL yang etektif dan cfisien, melalui perencanaan dan pendanaazn terpadu, dapat tercapai.

Dalam upavs membangun Kelembagaan Pengelolaan KKL haruslah didasarkan ats aturan-aturan tertulis
serta prinsip-prinsip vang dapat menjamin keberlangsungan keberadan Lembaga Pengelola KKL secara
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jangka pamjang yang diterima oleh pars pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip yang perlu
dikembangkan dalam kelembagaan pengelolaan KKL adalal .

(1) Sikap keterbukaaun

{2) Berbasis kepada kebutuhan para pemangku kepentingan

(3) Jenang pengawasan yang efektit dengan struktur yang chisien

{4) Dapat dipertanggungjawabkan

{5} Kejelasan wilavah kewenangan pengelolaan. berikut peran dan tanggung jawab berdusar protokol

yang menunjang

{6) Adanya kelengkapan protoko! yang mengatur sistem KK

(7) Mampu mengakomodasi dan mermfasilitast norma dan lembaga setempat

{®) Dikclola secara profesional dan legal

(9) Menerapkan prinsip dan norma hukum dalam rangka pengelolaan.
Untuk menuju KKL menjadi KKL yung berfungsi secara effektif, maka beberapa kiat berikul mungkin
perlu dicermati, sebaga berikut:

{1) Tmuwan dan manager harus kerjasama

(2) Ilmu pengetahuan meningkatkan pemahaman

{3) Manager membuat keputusan - trends, precaunionary principles, priorities

(4} Penelitian dapat melalut lembaga pengelola kawasan

{5} Monitoring bersama, hatk tentang sumberdaya muupun dampak social-ekonomi
{6} Manager tidak akan sukses tanpa dukungan masyuarakat

(7} Stakeholders ditkutkan dari mulal desain sampai monitoring

(8) Upaya bersama untuk mengurangi kontlik diantara stakeholders.
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